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Menimbang : a.

b.

C.

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan serta

pendeteksian dini potensi penyebaran Coronn Virus Disease

2019 (Covid-19) varian Omieron, maka perlu merubah

Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 41 Tahun 2020

tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protocol

Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian

Corona Virus Disease 201 9;

bahwa upaya penanggulangan/penanganan penularan Corona

Virus Disease !2O19 varian Omicron sebagaimana dimaksud

pada huruf a, harus tetap dilaksanakan dengan mengikuti

protokol kesehatan pada kondisi pandemi Coronn Virus

disease 2019 dan pasea pandemi Coronn Viru:s Disease !2O1 9,-

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa

Barat Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan

Penegakan Hukum Protokol Itesehatan Sebagai Upaya

Pencegahan dan Pengendalian Corona Viru:s Disease 2019.
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Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatari

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

144, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor

5063);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Hepublik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Hepublik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan

vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka

Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 20 19 (COVI-

19)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

227) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan

Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin

dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan

Pandemi Corona Vini:s Disease 2O19 (COVI-19) (Lembaran

Negara Republík Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);
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10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Bafat Nomor 50 Tahun

2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum

Protokol Kesehatan Sebagai Upaya PeIlCt°'aahan dari

Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI SUMBAWA BARAT NOMOR 41TAHUN 2020 TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PJFNEGAKAN HUKUM PROTOKOL

KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN

PENGENDALIAN CORONA VIRU!S DI!SEA!SE !2O19

PasatI

Beberapa ketentuan pada Peraturan BupatiSumbawa Barat Nomor 41 Tahun 2020

tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai

Upaya Pencegahan dan Pengendalian Coronat Pf tts Disease '2019 (Berita Daerah

Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 Nomor 41), diubab sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal9

(1} Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal5 wajib:

a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutup hidung

dan mulut hingga dagu, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan

menjaga kebersihan.

b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air

mengalir atau menggunakan hnndsoni’tiger,

c. melakiikan pembatasan jarak fisik (phpsicnl distnncing);

d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS;

Dipindai dengan Ca mscanner
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B menggunakan Aplikasi Peduli Lindungi

(2) bagi pelaku usaha, pengelola dan penyelenggara/penan •g

dan fasilitas Urljum sebagaimana dimaksud dala'n paS£rl 5

melakukan:

jawabtempat

berkewajİban

£L SOsialisasi,edukasi dan penggunaan berbagai mediainformasi
unttik

memberikan pengertian dan pemahaman mengenaipt >+eg dan

pengendalian Covid-19;

b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan

memenuhi standar atau penyediaan cairaii pembersih tangan ( Dd

snnitized;

c. upaya identiftkasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap

orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;

d. upaya pengaturan jagajarak;

e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;

f. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam

penularan dan tertularnya Covid- 19;

g. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengaritisipasi

penyebaran Covid-19;

h. menggiinakan Aplikasi Peduli Lindungi; dan

i. optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan Aplikasi Peduli Lindungi

dengan scan optimal Aplikasi Peduli Lindungi.

2, Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Bupati menugaskan S£ttUan Polisi Pamong Praja dan DinaG Kesehatan

Kabupaten Sumbawa Barat untuk melakukan monitOTiFlg dan evaluasi

pelaksanaan Perafuran Bupati ini.

{2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilw kan

dalambentuk pengawasanterhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Di pindai den g an Ca mscanner
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selisihcapaİan dosis pertama dan dosis kedua

Pasal II

Peraturan Bupati lnimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orarig mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
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